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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada
satuan pendidikan anak wusia dini sejenis, perlu
menyalurkan dana bantuan operasional untuk
membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan, belum mengakomodir satuan pendidikan

anak wusia dini sejenis sebagai penerima bantuan
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Mengingat

1.

operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan
Pendidikan penyelenggara PAUD.
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